
 

 

 

 

 
 

 
 

SALINAN 

NOMOR 22/2018 
 
 

PERATURAN WALIKOTA MALANG 

NOMOR    22   TAHUN  2018 

TENTANG 

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA MALANG, 

 

Menimbang      : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (4)  

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu 

menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja 

Perangkat Daerah Tahun 2019; 

Mengingat : 1. Pasal  18 ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara  

Republik  Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-

Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik 

Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota 

Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 



 

 

 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia                  

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4815);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 



 

 

 

Nomor 1312); 

8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah   

(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30); 

9. Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang 

Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2018 

Nomor 20);  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA 

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Malang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang. 

3. Walikota adalah Walikota Malang. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala 

daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang 

selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 

dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) 

tahun. 

6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen 

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 

tahun. 

7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah 



 

 

 

dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 

rencana pendapatan, rencana belanja program dan 

kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan 

sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah. 

8. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat 

Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau 

lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya 

yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur 

sesuai dengan tugas dan fungsi. 

9. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan 

yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk 

menghasilkan keluaran (output) dalam rangka 

mencapai hasil (outcome) suatu program. 

 

BAB II 

PEMBENTUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH 

Pasal 2 

(1) Pembentukan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 

berpedoman pada RKPD Tahun 2019. 

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 menjadi 

pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA 

Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019. 

 
BAB III 

SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH 

Pasal 3 

(1) Sistematika Renja Perangkat Daerah terdiri atas :  

a. pendahuluan; 

b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu; 

c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah; 

d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; 

dan 

e. penutup. 



 

 

 

(2) Rencana Kerja Sekretariat Daerah tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Walikota ini. 

(3) Rencana Kerja Inspektorat tercantum dalam                   

Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

(4) Rencana Kerja Dinas Pendidikan tercantum dalam 

Lampiran III yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

(5) Rencana Kerja Dinas Kesehatan tercantum dalam 

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

(6) Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

(7) Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman tercantum dalam Lampiran VI yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 

(8) Rencana Kerja Dinas Sosial tercantum dalam                  

Lampiran VII yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

(9) Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja tercantum dalam 

Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

(10) Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup tercantum 

dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

(11) Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil tercantum dalam Lampiran X yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

(12) Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana tercantum dalam Lampiran XI 



 

 

 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Walikota ini. 

(13) Rencana Kerja Dinas Perhubungan tercantum dalam 

Lampiran XII yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

(14) Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika 

tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

(15) Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

(16) Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu tercantum dalam 

Lampiran XV yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

(17) Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

(18) Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga 

tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

(19) Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip 

Daerah tercantum dalam Lampiran XVIII yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 

(20) Rencana Kerja Dinas Perdagangan tercantum dalam 

Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

(21) Rencana Kerja Dinas Perindustrian tercantum dalam 

Lampiran XX yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

(22) Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan tercantum dalam Lampiran XXI yang 



 

 

 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 

(23) Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan 

Pengembangan tercantum dalam Lampiran XXII yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 

(24) Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah tercantum 

dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

(25) Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah tercantum dalam Lampiran XXIV yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 

(26) Rencana Kerja Badan Pelayanan Pajak Daerah 

tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

(27) Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

(28) Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah tercantum dalam Lampiran XXVII yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 

(29) Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja tercantum 

dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

(30) Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah tercantum dalam Lampiran XXIX yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 

(31) Rencana Kerja Kecamatan Klojen tercantum dalam 

Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 



 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 
 

TABRANI, SH, M.Hum. 
Pembina Tk. I 

NIP. 19650302 199003 1 019 
 

(32) Rencana Kerja Kecamatan Blimbing tercantum dalam 

Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

(33) Rencana Kerja Kecamatan Kedungkandang tercantum 

dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

(34) Rencana Kerja Kecamatan Lowokwaru tercantum 

dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

(35) Rencana Kerja Kecamatan Sukun tercantum dalam 

Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 
BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan Walikota Malang ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota Malang ini dengan 

menempatkannnya dalam Berita Daerah Kota Malang. 

 
Ditetapkan di Malang 

pada tanggal 27  Juli  2018                         

2017 

Plt. WALIKOTA MALANG, 
 

ttd. 
 

SUTIAJI 

 

Diundangkan di Malang 

pada tanggal 27   Juli   2018   

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, 

 
                          ttd. 

 
WASTO 

 



 

 

 

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2018 NOMOR 22 
 


